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Abstract 
This study aims to analyze the construction of legal protection for women and children as victims of domestic 
violence, examine the existing regulations from the perspective of human rights and gender justice, and identify 
obstacles in legal implementation in order to formulate the need for reform in achieving effective and substantively 
just protection.  This study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. 
Data were obtained through literature review in the form of scientific journals, books, and legal documents. The 
analysis was conducted qualitatively using legal interpretation techniques, descriptive analysis, and theoretical 
approaches based on legal protection, gender justice, and human rights. The results indicate that the regulations 
have accommodated relatively comprehensive normative protection; however, their implementation still faces 
cultural, structural, and procedural obstacles. In addition, the judicial system remains oriented toward punishing 
perpetrators, while aspects of victim protection and recovery have not been fully optimized. This study is 
beneficial in the fields of criminal law, family law, and gender studies, particularly in strengthening policies for 
the protection of women and children. Furthermore, the findings can serve as a reference for law enforcement 
officials, academics, and policymakers in improving the effectiveness of protection systems for victims of 
domestic violence. This study offers an integrative analysis between normative legal approaches and gender 
justice perspectives in examining domestic violence regulations. Its novelty lies in emphasizing the gap between 
norms and practice, as well as the urgency of reform based on substantive justice oriented toward comprehensive 
victim protection and recovery. 
Keywords: Legal Protection, Domestic Violence, Women, Gender Justice, Human Right, Critical Justice System. 
 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai 
korban kekerasan dalam rumah tangga, mengkaji regulasi yang berlaku dalam perspektif hak asasi manusia dan 
keadilan gender, serta mengidentifikasi hambatan implementasi hukum guna merumuskan kebutuhan reformasi 
dalam mewujudkan perlindungan yang efektif dan berkeadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode 
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui 
studi literatur berupa jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan 
teknik interpretasi hukum, analisis deskriptif, serta pendekatan teoritis berbasis perlindungan hukum, keadilan 
gender, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi telah mengakomodasi perlindungan 
normatif yang cukup komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi hambatan kultural, struktural, 
dan prosedural. Selain itu, sistem peradilan masih berorientasi pada penghukuman pelaku, sementara aspek 
perlindungan dan pemulihan korban belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bermanfaat dalam bidang hukum 
pidana, hukum keluarga, dan studi gender, khususnya dalam penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan 
anak. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, akademisi, serta pembuat 
kebijakan dalam meningkatkan efektivitas sistem perlindungan korban kekerasan domestik. Penelitian ini 
menawarkan analisis integratif antara pendekatan hukum normatif dan perspektif keadilan gender dalam mengkaji 
regulasi kekerasan dalam rumah tangga. Kebaruan terletak pada penekanan terhadap kesenjangan antara norma 
dan praktik serta urgensi reformasi berbasis keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan dan 
pemulihan korban secara komprehensif. 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, KDRT, Perempuan, Keadilan Gender, Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan. 
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PENDAHULUAN   

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi 

manusia yang bersifat kompleks dan sistemik dalam masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya 

berdampak pada aspek fisik korban, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, ekonomi, hingga 

struktural. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan akibat ketimpangan 

relasi kuasa berbasis gender yang masih mengakar dalam struktur sosial masyarakat. 

Keberadaan KDRT secara nyata mencederai makna dan tujuan perkawinan sebagaimana 

dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbagai bentuk KDRT, seperti kekerasan fisik, psikis, 

seksual, serta penelantaran ekonomi, tidak hanya melukai korban, tetapi juga merusak relasi personal 

dalam institusi keluarga. Dalam perkembangannya, KDRT tidak lagi dipandang sebagai persoalan 

privat semata, melainkan sebagai persoalan publik yang menuntut kehadiran negara melalui mekanisme 

hukum yang tegas dan berkeadilan. Hal ini tercermin dalam pengatuan melalui Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana berikut: 

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota 

keluarganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau 

penelantaran rumah tangga (Pasal 5) 

Kekerasan fisik sebagaimana didefiniskan dalam Pasal 5 huruf a, didefiniskan sebagai 

perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6). 

Setiap orang dilarang menelantarkan anggota keluarganya, meskipun hal ini dapat dibenarkan 

oleh hukum yang berlaku (Pasal 9) 

Menurut direktori Mahkamah Agung, penyebab utama perceraian adalah perselisihan 

berkelanjutan, diikuti faktor ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pasangan, dan pelanggaran hak 

asasi manusia. Laporan tahunan Komnas Perempuan juga mencatat tingginya kasus kekerasan terhadap 

perempuan. Penelitian ini menelusuri data perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama 

yang diputus karena adanya kekerasan terhadap perempuan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(KDRT) menjadi dasar hukum perlindungan korban sekaligus menegaskan bahwa KDRT merupakan 

tindak pidana. Undang-undang ini mengatur kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah 

tangga. Kekerasan fisik menyebabkan rasa sakit atau luka, kekerasan psikis menimbulkan ketakutan 

dan hilangnya rasa percaya diri, sedangkan kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual. 

Penelantaran rumah tangga berupa pembatasan ekonomi yang membuat korban bergantung pada 

pelaku. 

Dalam Pasal 44, pelaku kekerasan fisik dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda 

maksimal lima belas juta rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KDRT bukan lagi urusan pribadi, 

melainkan pelanggaran hukum yang dapat diproses pidana. Pengaturannya didasarkan pada 
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penghormatan HAM, keadilan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan korban guna menciptakan 

rumah tangga yang aman dan bebas kekerasan. 

UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di 

hadapan hukum, sebagaimana tercermin dalam UU Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang ini juga 

menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam kehidupan sosial dan rumah 

tangga, dengan suami berperan sebagai penjaga dan pembimbing keluarga. 

Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 

menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas 

perlindungan tanpa diskriminasi. Prinsip ini diperkuat melalui KUHP, UU HAM, UU PKDRT, UU 

Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi tersebut 

menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum 

terhadap pelaku, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga tujuan UU 

PKDRT untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku, dan menjaga keutuhan 

rumah tangga belum sepenuhnya tercapai. 

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT 

belum optimal. Kusumawati menyebut hambatan berupa rendahnya pelaporan, sulitnya pembuktian, 

dan belum optimalnya pemulihan korban. Dalam kasus Nomor 35/Pid.Sus/2021/PNWkb, pelaku 

dijatuhi pidana penjara dan denda Rp5 juta, namun denda masuk ke negara dan tidak berdampak 

langsung pada pemulihan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghukuman pelaku lebih 

diutamakan dibanding pemulihan korban, bertentangan dengan prinsip restorative justice dan restitutio 

in integrum yang menekankan pemulihan kondisi korban melalui bantuan medis, psikologis, dan 

pengakuan atas penderitaan korban. Implementasi restitusi masih terhambat oleh rendahnya kesadaran 

hukum, keterbatasan aparat, ketidakmampuan pelaku membayar restitusi, dan lemahnya pengawasan 

pelaksanaan putusan. 

Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan korban masih bersifat prosedural, bukan substantif. 

Mentari menegaskan bahwa penegakan hukum kasus KDRT lebih berfokus pada penghukuman pelaku 

dibanding pemulihan korban, padahal keadilan juga mencakup jaminan rasa aman, rehabilitasi 

psikologis, dan pemulihan sosial korban. Tantangan lain berasal dari budaya patriarki yang masih kuat. 

Cahyatunnisa menjelaskan bahwa konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak 

subordinat memengaruhi proses penanganan perkara, bahkan korban kerap mengalami reviktimisasi 

dan tekanan untuk berdamai demi menjaga rumah tangga. 

Secara filosofis, UU PKDRT dinilai masih menempatkan gender dan sanksi pidana sebagai fokus 

utama dengan pendekatan retributif. Padahal, kekerasan rumah tangga seharusnya dipandang sebagai 

persoalan emosional, mental, dan spiritual yang mengutamakan pemulihan demi terciptanya keutuhan 

dan kesejahteraan keluarga, sementara pidana menjadi upaya terakhir. Masalah lain terdapat pada 

pembuktian, khususnya kekerasan seksual dan psikis yang sulit dibuktikan karena minim saksi dan 

tidak kasat mata, sehingga putusan sering belum mencerminkan penderitaan korban secara utuh. 
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Dari perspektif HAM, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak perempuan 

korban KDRT. Kegagalan memberikan perlindungan efektif dapat dipandang sebagai kelalaian negara 

dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Dalam perspektif Islam, KDRT bertentangan dengan 

prinsip keadilan, kasih sayang, dan pencegahan bahaya yang menjadi dasar kehidupan keluarga. KDRT 

dipandang bukan hanya pelanggaran hukum dan sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai syariat 

yang menjaga jiwa, kehormatan, dan keutuhan keluarga. 

Evaluasi terhadap efektivitas UU PKDRT menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan, 

penguatan koordinasi antar lembaga, serta sistem pendukung korban agar perlindungan hukum tidak 

bersifat simbolik. Pendekatan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT juga perlu dikaji 

melalui perspektif gender dan keadilan substantif dengan orientasi yang lebih berfokus pada korban dan 

perlindungan yang komprehensif serta berkelanjutan. 

berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa meskipun sistem hukum nasional telah menetapkan 

peraturan khusus untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga, berbagai persoalan normatif dan 

implementatif masih menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, diperlukan analisis kritis terhadap 

konstruksi perlindungan perempuan dalam regulasi PKDRT, termasuk efektivitasnya dalam praktik 

serta relevansinya dengan dasar keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. 

Penelitian ini sangat penting untuk menilai sejauh mana regulasi PKDRT telah memenuhi tujuan 

pembentukannya sebagai instrumen perlindungan perempuan, sekaligus mengidentifikasi celah hukum 

yang memerlukan pembaruan. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

akademik untuk pengembangan hukum perlindungan perempuan di Indonesia dan juga memberikan 

rekomendasi kebijakan yang lebih memahami kebutuhan korban. 

 
METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual 

approach) dan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis norma hukum 

serta konsep perlindungan perempuan dan anak dalam kasus KDRT. Penelitian juga menggunakan 

analisis isi (content analysis) terhadap literatur ilmiah guna mengkaji kesesuaian konstruksi hukum 

dengan prinsip HAM dan keadilan gender. 

Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan UU Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah nasional dan 

internasional tahun 2020–2025, buku, dan penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier 

mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi dan mengkaji 

dokumen hukum serta literatur ilmiah dari Google Scholar, SINTA, dan situs resmi peraturan 

perundang-undangan. Karena bersifat normatif, penelitian ini tidak melibatkan partisipan, wawancara, 

maupun observasi lapangan. 
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Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum, analisis deskriptif, dan 

analisis komparatif terbatas dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, dan penarikan kesimpulan. 

Analisis difokuskan pada pola perlindungan hukum, hambatan implementasi, dan kesenjangan antara 

norma dan praktik, serta diperkuat dengan teori perlindungan hukum, feminist legal theory, dan prinsip 

keadilan substantif. 

Penelitian dilakukan secara manual tanpa perangkat lunak khusus, meskipun Google Scholar dan 

portal jurnal elektronik digunakan sebagai alat bantu penelusuran data. Seluruh proses didasarkan pada 

pandangan bahwa hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga dipengaruhi konteks sosial dan 

budaya sehingga memerlukan pendekatan multidimensional. 

 
HASIL DAN DISKUSI 

Konstruksi Perlindungan Perempuan dalam UU PKDRT 

Keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan tonggak penting dalam perubahan hukum di negara ini, 

terutama karena mengubah kekerasan domestik menjadi pelanggaran hak asasi manusia dan tindak 

pidana daripada menjadi masalah pribadi lagi. Sebelum ada regulasi, konflik rumah tangga biasanya 

diselesaikan melalui mekanisme kekeluargaan, yang seringkali merugikan perempuan sebagai pihak 

yang lebih rentan secara sosial dan ekonomi. 

Secara umum, UU PKDRT meningkatkan perlindungan perempuan melalui beberapa dimensi 

utama. Pertama, definisi kekerasan dalam rumah tangga diperluas untuk mencakup kekerasan fisik dan 

psikis, serta penelantaran rumah tangga dan kekerasan seksual. Perluasan ini menunjukkan adanya 

pengakuan bahwa penderitaan korban tidak selalu bersifat kasat mata. Dalam konteks ini, hukum mulai 

mengakomodasi pengalaman perempuan yang sebelumnya kerap diabaikan dalam sistem peradilan 

pidana konvensional. 

Kedua, UU PKDRT menganggap korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas 

perlindungan, yang mencakup perlindungan dari aparat penegak hukum, perawatan medis, pendamping 

sosial, dan bantuan hukum. Kusumati menegaskan bahwa kontruksi ini mencerminkan pergeseran 

paradigma dari pelaku oriented system menuju victim oriented system, meskipun dalam praktikya 

orientasi tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Dengan demikian, secara konseptual UU PKDRT telah 

mengadopsi pendekatan perlindungan yang lebih progesif dibandingkan hukum pidana klasik.  

Ketiga, regulasi-regulasi ini mengatur mekanisme perintah perlindungan, baik sementara 

maupun tetap, yang dapat diajukan guna menjamin keselamatan korban. Instrumen ini merupakan 

bentuk intervensi negara untuk mencegah kekerasan berulang. Namun, kinerjanya sangat bergantung 

pada seberapa cepat dan sesnsitif penegak hukum terhadap laporan korban. Martha dan Ekwanto 

mengkritisi bahwa secara prosedural, mekanisme perlindungan tersebut masih menghadapi kendala 

koordinasi dan implementasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi normatif yang baik 

belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas praktiknya. 
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Secara filosofis, UU PKDRT dibuat untuk melindungi perempuan, terutama istri, dari kekerasan 

dalam rumah tangga. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan pertama dalam pembukaan undang-undang 

yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk 

kekerasan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.” Pasal 4 menguraikan tujuan dan maksud dari pengesahan UU PKDRT yang menetapkan 

bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk: 1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah 

tangga, 2) melindungi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur oleh empat prinsip yakni, 

penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi dan perlindungan 

korban. 

Dalam perspektif sistem hukum nasional, UU PKDRT juga memperlihatkan integrasi antara 

dimensi pidana dan dimensi perlindungan sosial. Artinya, negara tidak hanya melakukan tindakan 

hukum terhadap pelaku, tetapi juga membangun sistem untuk membantu korban. Akan tetapi, Mentari 

menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, fokus hakim masih dominan pada pembuktian unsur 

pidana dan penjatuhan sanksi, sementara pertimbangan mengenai dampak psikologis korban belum 

menjadi aspek utama dalam putusan. Kondisi ini menunjukkan ketidaksepakatan antara aturan 

perlindungan dan praktik ajdukasi. 

Lebih lanjut, kontruksi perlindungan dalam UU PKDRT juga harus dibaca dalam konteks relasi 

kuasa gender. Secara sosiologis, kekerasan dalam rumah tangga seringkali lahir dari ketimpangan sosial 

antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya berbasis pada 

pendekatan netral-formal, melainkan harus mempertimbangkan realitas sosial yang 

melatarbelakanginya. Cahyatunnisa menyatakan bahwa tanpa perspektif gender yang kuat, 

implementasi UU PKDRT berisiko terjebak pada formalitas prosedural dan gagal menjawab akar 

persoalan kekerasan. 

Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi 

warga negara dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia ketika merancang UU PKDRT. 

Rosyaadah dan Rahayu menyatakan bahwa hak atas rasa aman dan hak untuk bebas dari dikriminasi 

diperlukan untuk melindungi korban KDRT. Oleh karena itu, peraturan ini tidak hanya memiliki aspek 

pidana tetapi juga aspek konstitusional dan moral  

Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan bahwa secara normatif UU PKDRT telah membangun 

konstruksi perlindungan perempuan yang progresif dan berbasis hak. Akan tetapi, konstruksi tersebut 

masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi, perspektif gender, serta integrasi mekanisme 

pemulihan korban. Analisis terhadap kontruksi ini menjadi penting sebagai dasar untuk menilai sejauh 

mana regulasi PKDRT mampu menghadirkan keadilan substantif bagi perempuan dalam sistem hukum 

nasional. 

Regulasi PKDRT dalam Persepktif Perlindungan Hak Asasi dan Gender. 

Analisis terhadap regulasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan 

dari perspektif hak asasi manusia dan teori keadilan gender. Secara konseptual, kekerasan terhadap 
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perempuan dalam lingkup domestik merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, hak 

atas integritas tubuh, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dalam 

konteks ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi 

hak-hak perempuan. 

Perlindungan hukum adalah hak sipil warga untuk terlepas dari segala marabahaya, diskriminasi, 

dan kekerasan. Realisasi hak tersebut berkelindan dengan hak-hak konstitusional lainnya, terutama hak 

atas perlindungan dan kepastian keadilan. Kedua aspek ini menjadi fondasi krusial dalam menjamin 

implementasi hak-hak perempuan sebagai korban di dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam 

konteks penanganan perkara KDRT. Hukum acara pidana yang menekankan pada perlindungan hak-

hak tersangka telah mengabaikan pemberian rasa aman dan rasa keadilan bagi korban. keterbatasan 

aturan mengenai perlindungan korban kejahatan telah menyebabkan banyaknya kasus kekerasan yang 

dialami perempuan sehingga pelaku lebih mudah melakukan kejahatannya hingga terus mengulanginya. 

Terbatasnya payung hukum yang melindungi korban kejahatan menjadi perhatian besar. Dalam sistem 

peradilan pidana, posisi korban hanya sebagai saksi, dan hak untuk menuntut ada pada jaksa penuntut 

umum.  

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dari sudut pandang HAM, 

memberikan gambaran dedikasi negara dalam memberikan rasa aman yang khusus terhadap komunitas 

yang lemah. Rosyaadah dan Rahayu menegaskan bahwa perlindungan wanita korban KDRT merupakan 

bagian dari implementasi prinsip non-diskriminasi dan jaminan kesetaraan di hadapan hukum. Regulasi 

ini bukan saja bersifat pidana, ia juga merupakan manifestasi peran negara dalam perlindungan HAM. 

Namun, dari perspektif gender, regulasi hukum tidak dapat dinilai hanya dari aspek normatifnya. 

Kekerasan berbasis gender adalah realitas yang terus terjadi dan dialami oleh banyak perseorangan di 

beragam bidang apapun. Bentuk-bentuk diskriminasi ini terjadi di berbagai sektor, termasuk 

pendidikan, pekerjaan, keluarga, layanan kesehatan, dan kehidupan bermasyarakat. Eksistensi 

diskriminasi gender dipicu oleh berbagai elemen simultan, mulai dari pengaruh tradisi dan budaya, 

konstruksi sosial-struktural, hingga hegemoni norma serta stereotip gender yang diperkuat oleh media 

dan teknologi. Upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender pun masih terhambat oleh persoalan 

krusial, salah satunya adalah manifestasi ketidakadilan, perubahan perilaku dan mentalitas masyarakat, 

kesenjangan ekonomi, kesenjangan dalam partisipasi politik, serta kebutuhan akan pendidikan dan 

kesadaran sebagai kunci perubahan. 

Feminist legal theory menekankan bahwa hukum sering kali dibentuk dalam struktur sosial yang 

patriarkal, sehingga berpotensi mereproduksi ketimpangan relasi kuasa. Feminis liberal berpandangan 

bahwa subordinasi dan stereotip terhadap perempuan merupakan akibat dari hukum dan adat istiadat 

yang terbatas. Karena alasan inilah, para pejuang feminis liberal mengembangkan konsep utama bahwa 

perempuan harus memiliki kualifikasi secara pendidikan dan ekonomi agar mampu mempertahankan 

hak dan eksistensi mereka sebagai manusia yang merdeka.  
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Beberapa teori telah dikembangkan oleh Feminis Liberal, antara lain: Pertama, Keadilan gender 

memerlukan aturan main yang setara dan menjamin tidak ada pihak yang tercederai secara sistematis. 

Kedua, Feminis liberal tidak membenarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecuali 

perbedaan jenis kelamin. Hukum atau peraturan yang dianggap melestarikan sistem patriarki harus 

diubah karena hukum tersebut tidak dapat mengakomodasi kepentingan perempuan. Ketiga, Eksploitasi 

dan kekerasan dalam rumah tangga di ranah domestik maupun publik mendiskriminasi perempuan yang 

sedang berkembang. Dalam pandangan feminis liberal, perempuan, sebagaimana laki-laki, berhak 

untuk mengembangkan diri tanpa menyempitkan ruang gerak mereka. Keempat, Feminis liberal 

berpendapat bahwa pemahaman agama yang kaku adalah penyebab tumbuhnya patriarki. Kelima, Agar 

perempuan mendapatkan kepastian hukum atas hak-hak mereka, harus ada undang-undang hukum yang 

kuat mengenai hak-hak tersebut. 

Dalam perkembangan selanjutnya, eksponen Feminis Liberal mulai beralih ke ranah hukum dan 

mengembangkan teori bahwa subordinasi perempuan tidak saja disebabkan karena faktor sosial dan 

budaya, tetapi bisa karena hukum. Cahyatunnisa menunjukkan bahwa implementasi UU PKDRT masih 

menghadapi hambatan kultural, dimana aparat penegak hukum dan masyarakat kerap memandang 

kekerasan domestik sebagai konflik internal keluarga yang sebaliknya diselesaikan secara damai. 

Perspektif semacam ini berpotensi melamahkan perlindungan korban dan mengaburkan dimensi 

struktural kekerasan berbasis gender. 

Selain itu, orientasi sistem peradilan pidana yang masih berfokus pada pembuktian formal sering 

kali mengabaikan pengalaman subjektif korban. Mentara mengkritik bahwa pendekatan yang terlalu 

legalistik dapat mengurangi sensitivitas terhadap dampak psikologis dan sosial yang dialami perempuan 

korban KDRT. Dalam praktiknya, korban tidak jarang menghadapi pertanyaan yang menyudutkan atau 

bahkan disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan 

antara prinsip perlindungan berbasis hak dan aktivitas pengaplikasian hukum di realitas kenyataan. 

Dalam kerangka keadilan substantif, perlindungan perempuan seharusnya tidak saja terpaku pada 

delik pelaku, tetapi juga menjamin penyembuhan yang menyeluruh. Mestika menekankan pentingnya 

pendekatan berbasis korban dalam sistem hukum, agar hukum benar-benar menjadi isntrumen 

pemberdayaan, bukan sekedar alat penghukuman. Dengan demikian, analisis regulasi PKDRT dalam 

persepktif HAM dan gender menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah progesif, penguatan 

perspektif keadilan gender dan perlindungan substantif masih menjadi kebutuhan mendesak.. 

Problematika Implementasi dan Hambatan dalam Penegakan Hukum. 

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT telah menyediakan dasar 

aturan yang komprehensif, implementasinya dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi 

berbagai hambatan. Problematika ini tidak hanya bersifat teknis-yuridis, tetapi juga kultural dan 

struktural, sehingga berdampak langsung pada efektivitas perlindungan perempuan sebagai korban. 
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Untuk memperjelas bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga beserta mekanisme 

perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, berikut disajikan tabel 

klasifikasi jenis kekerasan dan kendala implementasinya: 

Tabel 1. klasifikasi jenis kekerasan dan kendala implementasinya 

No Jenis Kekerasan 
Dasar 

Hukum 
Bentuk Kendala 

1 Kekerasan Fisik Pasal 6 dan 
Pasal 44 

Perlindungan langsung, 
proses, visum 

Minim pelaporan, 
tekanan keluarga 

2 Kekerasan Fisik Pasal 7 Pendampingan psikologis, 
perlindungan hukum 

Sulit pembuktian, tidak 
ada bukti fisik 

3 Kekerasan Seksual Pasal 8 Proses pidana, rehabilitasi 
korban 

Stigma sosial, victim 
blaming 

4 Penelantaran 
Rumah Tangga 

Pasal 9 Perlindungan sosial, tuntutan 
pidana 

Kurangnya kesadaran 
hukum korban 

5 Perlindungan 
Sementara 

Pasal 16-28 Perintah perlindungan oleh 
pengadilan 

Koordinasi lembaga 
lemah 

Berdasarkan tabel tersebut, meskipun regulasi telah mengatur berbagai bentuk kekerasan secara 

komprehensif, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian dan faktor 

kultural. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. 

Pertama, hambatan kultural menjadi faktor utama rendahnya pelaporan kasus KDRT. Budaya 

patriarki menempatkan perempuan pada posisi inferior dan mendorong penyelesaian masalah rumah 

tangga secara privat. Tekanan untuk menjaga “keutuhan keluarga” membuat korban enggan melapor 

meskipun kekerasan terjadi berulang. Faktor internal juga berkaitan dengan relasi kuasa suami-istri dan 

ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. 

Kedua, hambatan struktural terlihat pada kapasitas dan perspektif aparat penegak hukum yang 

belum sepenuhnya memiliki sensitivitas gender. Proses peradilan masih berorientasi pada pembuktian 

unsur pidana tanpa mempertimbangkan relasi kuasa dan dampak psikologis korban. Akibatnya, korban 

sering mengalami reviktimisasi selama pemeriksaan. Selain itu, lemahnya pemahaman agama dan 

peraturan perundang-undangan turut menjadi faktor internal penyebab KDRT. 

Ketiga, pembuktian menjadi tantangan serius, khususnya pada kekerasan psikis dan seksual. 

Kekerasan psikis yang tidak meninggalkan bekas fisik sulit dibuktikan di pengadilan, sementara sistem 

pembuktian yang bergantung pada alat bukti formal belum mampu mengakomodasi penderitaan 

nonfisik korban secara proporsional. 

Keempat, mekanisme perlindungan dan pemulihan korban belum optimal akibat lemahnya 

koordinasi antarlembaga dan keterbatasan sumber daya. Di beberapa daerah, akses terhadap 

pendampingan hukum dan rehabilitasi psikologis juga masih terbatas sehingga perlindungan korban 

belum komprehensif. 

Faktor penyebab KDRT terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal lebih dominan, 

seperti relasi kuasa suami-istri, ketergantungan ekonomi, pendidikan, dan budaya patriarki yang 
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menempatkan istri bergantung pada suami. Faktor ini dapat memicu ketimpangan dalam pengaturan 

keuangan, pendidikan, relasi sosial, dan keadilan di lingkungan kerja maupun masyarakat hingga 

berujung pada kekerasan. Motif kekerasan terhadap perempuan juga dipengaruhi faktor biologis, 

gender, dan ketergantungan perempuan pada laki-laki. 

Menurut Usep Saepullah dan Nur Hopipah, penyebab KDRT meliputi faktor pribadi seperti 

alkoholisme, temperamen, dan gangguan mental; faktor keluarga seperti pola asuh, konflik suami-istri, 

kemiskinan, dan campur tangan pihak luar; serta faktor lingkungan seperti kepadatan penduduk, 

pengangguran, kriminalitas, narkoba, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya perlindungan 

korban. Secara lebih luas, KDRT dipicu oleh ketidakmampuan adaptasi antaranggota keluarga yang 

menciptakan ketimpangan relasi sehingga pihak yang lebih berkuasa melakukan dominasi terhadap 

anggota keluarga yang lebih rentan. Hal ini berkaitan erat dengan budaya patriarki yang menempatkan 

laki-laki sebagai kepala keluarga dengan kekuasaan lebih besar. 

Dengan demikian, problem implementasi UU PKDRT tidak hanya terletak pada norma hukum, 

tetapi juga pada interaksi struktur hukum, budaya hukum, dan substansi hukum. Selama hambatan 

kultural dan struktural belum diatasi secara sistematis, perlindungan perempuan korban KDRT akan 

tetap menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif. 

Analisis Kritis dan Urgensi Reformasi Regulasi PKDRT 

Berdasarkan hasil penelitian, konstruksi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak 

korban KDRT di Indonesia secara normatif telah berkembang signifikan. UU Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan KDRT telah mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan dan memberikan dasar 

perlindungan bagi korban. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menekankan peran 

negara dalam menjamin keamanan dan hak warga negara. Pengakuan terhadap kekerasan psikis dan 

seksual juga menunjukkan perkembangan perspektif hukum yang lebih responsif terhadap pengalaman 

korban. 

Namun, penelitian ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan 

implementasinya. Faktor budaya patriarki masih menjadi hambatan utama dalam perlindungan korban, 

sementara sistem peradilan pidana masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibanding 

pemulihan korban. Kondisi ini menunjukkan pendekatan hukum yang digunakan masih cenderung 

retributif daripada restoratif. 

Penelitian ini juga menemukan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam implementasi 

perlindungan korban. Kurangnya integrasi antara aparat penegak hukum dan lembaga sosial 

menyebabkan perlindungan belum optimal, bahkan korban kerap mengalami reviktimisasi selama 

proses hukum berlangsung, yang bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan 

HAM. 

Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dalam kasus KDRT belum diterapkan secara maksimal, 

padahal pendekatan ini berpotensi memberikan pemulihan yang lebih komprehensif bagi korban. Hal 
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ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan teori hukum modern dan praktik 

penegakan hukum di lapangan. 

Dengan demikian, meskipun regulasi yang ada sudah progresif secara normatif, implementasinya 

masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang tidak hanya berfokus 

pada aspek normatif, tetapi juga perubahan paradigma penegakan hukum, penguatan perspektif gender, 

dan peningkatan koordinasi antar lembaga agar perlindungan perempuan dan anak korban KDRT lebih 

berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan menyeluruh. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, konstruksi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak 

korban KDRT di Indonesia secara normatif telah berkembang signifikan. UU Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan KDRT telah mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan dan memberikan dasar 

perlindungan bagi korban. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menekankan peran 

negara dalam menjamin keamanan dan hak warga negara. Pengakuan terhadap kekerasan psikis dan 

seksual juga menunjukkan perkembangan perspektif hukum yang lebih responsif terhadap pengalaman 

korban. 

Namun, penelitian ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan 

implementasinya. Faktor budaya patriarki masih menjadi hambatan utama dalam perlindungan korban, 

sementara sistem peradilan pidana masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibanding 

pemulihan korban. Kondisi ini menunjukkan pendekatan hukum yang digunakan masih cenderung 

retributif daripada restoratif. 

Penelitian ini juga menemukan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam implementasi 

perlindungan korban. Kurangnya integrasi antara aparat penegak hukum dan lembaga sosial 

menyebabkan perlindungan belum optimal, bahkan korban kerap mengalami reviktimisasi selama 

proses hukum berlangsung, yang bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan 

HAM. 

Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dalam kasus KDRT belum diterapkan secara maksimal, 

padahal pendekatan ini berpotensi memberikan pemulihan yang lebih komprehensif bagi korban. Hal 

ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan teori hukum modern dan praktik 

penegakan hukum di lapangan. 

Dengan demikian, meskipun regulasi yang ada sudah progresif secara normatif, implementasinya 

masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang tidak hanya berfokus 

pada aspek normatif, tetapi juga perubahan paradigma penegakan hukum, penguatan perspektif gender, 

dan peningkatan koordinasi antar lembaga agar perlindungan perempuan dan anak korban KDRT lebih 

berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan menyeluruh. 
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